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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten tang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 ten tang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten tang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tnhun J 983 lJ:nU1o,v, P/lJHk
Penghasilan [Lcmbaran Negnrn Repuhllk Indone iii
Tahun 1983 Nomor 50, Tarnbahun Lembnrnn tlf!fl/1rn
Republik Indonesia Nomor 3263) aehngnimnnn telnh
diubah beberapa kali, terakhlr dengan Undnng-Unrlnng
Nomor 36 Tahun 2008 tcntang P~rubahnn K~~mr(lt
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentnng
Pajak Penghasilan (Lernbaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tnmbahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19S3 tentang Pajak
Pertambahan Nilai 8arang dan .Jasa dan Pojok
Penjualan Atas Barang Mewah (Lernbaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tarnbahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang ...Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertarnbahan Nilal
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Ata Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ne arn
Republik Indonesia Nomor 5039);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 112, Tambah n
Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribuei Daerah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 5049);
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17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tan g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentnng
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Beritn
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak
dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
eli Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 19561;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nornor 13);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsl
Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);

24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tentang Paiak Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ataa
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatnn
Tahun 2017 Nomor 7);
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Dalam Peraturan Gubemur iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai tmsur penye1enggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjacli kewenangan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebeIum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

6. Keterangan Status Wajih Pajak adalah informaai yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan
tertentu pada Perangkat Daerah.

7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oIeh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat, dalam hal ini pelayanan perizinan dan non
perizinan.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWPadalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal din atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

10. Surat Keterangan Lunas, yang selanjutnya disingkat SKL adalah
keterangan atau informasi yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah
melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang.

11. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPPadalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Di:rektorat Jenderal Pajak.

Pasa11

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PELAKSANAANKONFIRMASI STATUSWAJIB PAJAK
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

- 5-
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(1) Setiap pemohon penzman Layanan Publik Tertentu, wajib melakukan
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

(2) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam persyaratan dasar
pada pengelompokan persyaratan perizinan.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa
pernenuhan kcwajiban Pajak Daerah terhadap setiap
kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan objek pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk seluruh masa pajak
sebelum diajukannya permohonan perizinan.

Pasal3

Bagian Kesatu
Pemohonan Perizinan

BAB 11
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

(1) Peraturan Gubcrnur 1111 dlrnaksudkan sebagai pedornan dalam
pelaksanakan KSWPdalarn lingkup Pcmerintah Daerah,

(2) Pcraturan Oubernur in! bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah,

Pasa12

12. Kuutor P IHYHl"\tl~ Ponyuluhnu, dun I{oll,mlillul Porp',luJuan, yung
~,c1nnju: nyu dh.IIlf{lw l. 1{1'~I{ I) Il(1,,1,,11 Innl unul vert lien I Dlrektorn l .Icndernl
I niuk ynllK borudu til buwuh dun h(lrlnll~~unv. Juwnb kopudu Kl'P Prutnmn,

13. Pnjuk Dnornh ndnluh kont rlbuui w.\jlb Jcop,uln J nm nil ynnR terutnng oleh
oruug pribndl utuu Bndnn YUI1p. bornlfut momnknn berdunnrknn
undung- undung, t10IlM"11 tkluk monduputknn ununum necnru lunKRung
dun digunnkun untuk kcpcrluun I ucruh boP.I sebennr-beenrnya
kcmukmurun musyurnkut,

14. Pclnku Usuhu ndulnh sctlnp orHUR perscornngun utnu bndan uaeha, balk
yung bcrbcntuk bndnn hukum muupun buknn bndan hukum, yang
didiriknn dun bcrkcdudukun utuu melukukun kezlatnn dalarn wllayah
hukurn Ncgnru Rcpubllk lndoncsln, bnlk scndlrl rnnupun beranma-sama
mclulul pcrjnnjinn mcnyclcnggnrukun kcglatnn usnha dalam bcrbagai
bidnngckonomi.

15. Profcai ndnlah bidang pekcrjaun yang dllundasl oleh pendldtkan keahlian,
ketcrnrnpilun, dun kcjuruon terteutu,

16. Surat Pcmberitahuan adulah sural yang olch wajlb pajak dlgunakan untuk
melaporkan pcnghltungan dau/atnu pembuyaran pajak, objek pajak
darr/ntau buknn objck pajak, darr/utau harta dan kewajiban scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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(1) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimuksud ddltJn1 Po 1 5 oyOl (1),
Pemerintah Daerah melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewoJibon
Pajak Daerah dari pemohon pelnyannn perpajakan 0 er h.

(2) Penelitian terhadap pernenuhan kewajiban PQjok D·erah sebagalman
dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh Per ngk. t Daernh yang
menyelenggarakan urusan pernerin tahan bid 1lB p(\jnk doer h dan
retribusi daerah.

Pasa16

(1) Pernerintah Daeruh rnelnkukun KSWP sebclum mernberlkan Lnynnnn
Publik Tertentu untuk rncngctahul pcrncnuhun kewnjlbnn Pnjnk Dnerah
dari pemohon perizinan,

(2) KSWP sebagaimana dirnaksud padu oynt (1) dlluk nnakan oleh Perangknt
Daerah yang menyelenggarnkan urusan pomerintahun bldung pcluyanun
perizinan dan non perizinan.

(3) KSWP sebagaimana dimaksud pads ayat (1), dilokukun melalul:
a. sistem informasi pada Pemerintah Dnernh ynns terhubung dengan

sistem informasi pada Kernenterian Keuangan melalul Dlrektornt
Jenderal Pajak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kernenterlan Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Jenis Layanan Publik Tertentu scbagnlmuna dimokttud padn aynt (1),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusul 5

BAS III
KONFIRMASI STATUS WAdli PA.JAI{

(1) Setiap pcmohon poJOYUUt111 porpt\ltllU1II dttut1\., WHJUJ IImll1JWJUII)
pernenuhan kowujlbun I'l~UI< Duoruh.

(2) Pemenuhun kcwujibnn PI~HI(, Dnornh nolJ"W.In "uw dlrnulu~lId JWdt1 ,-.yut (I),
merupakun pcrsynnuun uuubnhuu dud po' ",V",..,.tUfl YU'IP. ,,,Iuh til'" ur
dalam kctentuun pcrnturnn p runduug-t IIIdutlf{lIu POfpu,j"lwn J),,~,.,.h,

(3) Persynrutan turnbnhnn 50buBUhlU.tlIU dlruttlchtlC\ 1,'1(h1 "yut (2), Imrup/t
pemenuhan kCWI\iil>U11 !''-\Jnlc 1),,01'1111 forlwdup r1~tJI-1P
kepemilikan/pcnguuanlll1/pcl11u'lr""tIl11 ohJol( IUvuk rumu" I dmlJlJlM
ketentuan pcruturnn porunduug-undnngun untuk noluruh mnnn pnjnk
sebelurn diajuknnnyu pcrmohonnn poluyunnn porptduJueJ'l Dnornh.

I'Unlt I II

Ull~t~1I I( 'liut:l
Pcmohou P Inym HHI P~J.1Ic I)ue ~ II

"
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(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pelayanan perizinan dan non perizinan dan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah dan
retribusi daerah, secara berkala melakukan rekonsiliasi data perizinan dan
data perpajakan Daerah.

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dilaksanakan
secara sistem melalui pertukaran data.

Pasal9

(1) Dalam hal KSWPoleh Pemerintah Daerah sebagaimana climaksud dalam
Pasal 5 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP
atau KP2KP.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang memperoleh keterangan status tidak valid
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib
Pajak danJ atau SKLke KPPatau KP2KP dengan melampirkan Keterangan
Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal8

(1) Hasil KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, oerupa keterangan
status valid atau status tidak valid.

(2) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistern

informasi Direktorat Jenderal Pajak;
b. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban
wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
danJatau

c. telah melunasi pembayaran pajak daerah yang terutang.
(3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),Layanan Publik Tertentu pada Pemerintah Daerah
dapat diberikan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka memperoleh keterangan status tidak valid dan tidak
diberikan Layanan Publik Tertentu.

Pasal 7

(3) Penelitian pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasari pada Nomor Induk Kependudukan (NIK)untuk
pemohon perorangan dan NPWP untuk pemohon Badan usaha melalui
pengecekan dengan menggunakan sistem informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

- 8 -
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woJlb pojllk yt n ber n kut n
dl:\I1/UU II pok rjo n ntnu profe I

elomn
usuhn

(1) NPWP ellbung berh ku
melaksunnknn kegln t.U11
di Daeruh.

Pn III 13

(1) Terhudup Wt\iib Pnjuk ynng memiliki kegintnn \U\t~h\\ t\\ be' rupn ternput,
seloin diwnjibknn mendufturknn did ke KPP ntuu KP2KP yunK wllnynh
kerjnnyn mcliputi tcrnpnt keduduknn, J\I U wujlb 111 ndafturknn dirl kc KPP
ntnu KP2KP yung wiluynh kerjnnyn mellpuu mn 'nK-mn· in ternpnt
kegiatan usuhn W.\iib Pujok untuk memperoleh NPWP mbnng pndu etlnp
temput kcgiutnn u uhu,

(2) Tempul terduftnrnyn Wnjib P'~llk dengnn lulu cuban dltentuk n oleh
ndunya kegintnn usnhn yang dilnkuknn selnln dl t mp t keduduk 1WoJlb
Pajak.

(3) Pendnftnrnn NPWP cnbnng dlluk unnknn e· U(J I d n on ketentuan
peraturun perundung-undungnn.

Pusnl12

(1) W(\iib Pujnk yung l luh mcmen Ihi p I'hyll,ufnl1 rm\,.)n\\\'af (\u" ut,1 It,I( ~"uul
den rn It t ut Inn p ruturun pcruudnng-uurl nnP.H" ell hhluuVe pnrp"jllklln,
wujlb mcndnftnrkun did pndu I(PP ntuu I<P~~J<P ynnv. wlln lit. k "I"nyu
meliputi tcmput tinggul UlUll t· mpnt kcdudukun (lnu lmllpu' k"KIIl,,,n
usuhu Wt\iilJ Pnjuk, scrtu kcpndu WI~ih Pujnl( rllhorlknn NI'WI'.

(2) Pelnku usnhn yUtl~ Ill· lnkuknn ufmhu dllu/utnu \ \t~r~"4lt\ ntuu t,·or" .1 til
Dneruh, wnjib mcmilikl NPWP y"ng dlk lunrknn oleh I<PP utnu KP?KP <11
wiluynh kcrjn Dncruh.

(3) Pcloku usnhn dnu/utnu pckcrjunn utnu profe I ynuJ1.bcrtemput tln~JI,Jlllltnu
bcrk duduknn di lunr Dncrnh dun tclnh In mlllki NPWP duml ill dl lunr
Dneruh, wnjlb III nduftnrkun cliri Nci>uHnl Wnjih PuJuk cnhnnv,/lok"ni pndll
KPP ntnu 1{P2KP ynng mcmpunyni wllnyuh k rju di Dnornh. .

Punul t I

IJA" V
I\l~'t ICNTUAN I,AIN ..IAIN

l\) 'm(""nt"h \ l-U' uh ('"put III( 'uhuleu.. Icon, Ii"u i clHI",,. "_'"~U

t 1 ("tC'llPJt"'I\t\\'" P{HHh""tl n"hcnHII' lnl.
() rmmtinnP'i nchul!"l",,,,,,, (U"",'tn".1 I",(iu 'IY".' (I, NN ,,,t:1 I, Ic"j

"nl\'u~nl\nl(l\n 01 h Pct'ltnKh,t 1)"{,l'Uh y,m~ ""mvf'lrnv.WH,tkUIi "'Wu".
m ..mtuhnt\ hhl,."ft pr.}'\yH"U" P(~"Z'U.. t1 d"" nun pN ':1.1,,,,,,, I'm ,.,,~k .. f

Ducrnh y"n~ "\f'nynl"t\t{W" "'\w" \It·\,,~U'' IH'ulI1rjl}Iulum J,llt"H~ ,,,.Iuk
tin rnh dun t rlbunl t lncruh, tin" / n t I1U P n1U~I(U' J)ur, "It I.. III Y""J.! t n lett'"

19.",,,1 to

( J
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UUf!l J) ltd", wud.... ,m~ t lah IOnrrlp HI h l~lll dan 'J"Ium habl rn 8
" ,h.lc .,,,yu 'i h It 'Ifl f 'hit nyu P rttl urnn Ouh rnur In!, wRJlb m"ndftft rkan dlri
t'lUtu '(fJP ufull J(P~I{" y".nl! mnUlpllUyul wJl . h J( rJu ttl I ft nth untuk
")tmlJ'nr"J,,h NI'WP, l)UJI"~ '{uolml :l (UWl) bulan f rhitun" Ilk bert kunya
P " Ie t (If 1*" 0" hOI II"r I)L
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nAI) VII
J(II/I',fiN'I'tJAN PJ~J~AJ,IIIAN

P f)Yf1''_'I)~W1''UUIl I'm'h'lInm Ollh- rnur lnl dlluluuHlulcnn dengan
", IUJUII.l1fUWt) J(f1f HflUm pmulllHtU p. ,utlclun~ undlmp)U1 til hldnng
p ,,,,,,111(1111 'lOlIta Ic4'1loI11,,",, pnl'I:11wIW pf1l1".dl1nw\mc\~'nK"n lain yang
I rJwJf,

J't4Hul J ()

flrt luI' Pf1.tlUhUII 1'f1luVtut,:1U P rpujulwll Ow ,'~h ytHlJl m~JtmPJtnr J",wajJban
m~lmUt1ll1umJ1 flhm.I'Nlld d.. lufU PtHiHI 1I ~yf:tf (7.), t1llvmaJutn eanksi
mtll.lulNf "ul H I" It'J)U IJflul' (Uh,dlum P,I,-tyttlHw J MlT)I.i,jttJuW Daerah selnma
prm.oholl hnll un "."J,.lwlum Pmn IIIIIum J(t1w,,,,Hlmu Pl1Jal,( J)'lnrah

Pt1Httl ,

n,'flup p, "'Ot..H' P,'''~.i''H'',VUtlu IIH11IUlW!'''' 'ff1WI-1.jjhttli e:u,l)fJVjJlmflIlU dlmaksud
41"1 .. ,,, P'-Hi .. I " "',Y'" r ), fUlw",.lcuu "'''IIICHI Hd",lnjfjl,.u,'f J>I mpa flduJe dUmrjJ{Rn
1'(~lu,V"uu" 1'(1d~hat-m "f 1, .. ul1 1__HH,JH)I) 1)11111111 1I1"'uJwin:Hl Pm(Jlmuhl1n
1(. WI"" '_I\ "." .. l, I )tol. ,uhl

"A'I VI
tlI\NI(rU AI )MJNlfi',','IA'I'II'

(') th l. I,.h 11,11,,1 HI""U' I .:,_1",,10 til "'0' "',,It I'Ll , ,juHI' t,,:IlHw', W,.j'h P"J;.d
~I""t I,tt '1\11tIIIIHIt tfttp" , ",. fl,!ulllt jut p,l,.",qho,,,.,, ,':nH')I'IHHWII rlI'WP
I "I'''"l I

(') l"IIIt,.I"'plHlHn Nt'WI' dll .. 1 III It" '.'dlleltup wHitt. ,lttjUI( Y/""~ ll",ti~h U,tuJ!
"''''Wlnnlli p. t VIt""'''1I HIII.j, I III' d"n/,.'UII ohjr111it' tiIHitlUj ,1, nppn
IH I. It' ",ut I't H.' II.,. Uti'" IIlIdu HH ""d,."H'" I d j ',if"UI'~ 1m" IHjlfluJII,

('I) 1'4 ,q.h,.'P"HHIl NI·WI· ftul"u", , """Huj"".WI di",ul·ftilfd pu/It, {tYE,' ( ) JH1n,Yt1
dHpnl dllultuh"" nl. II I 1'1' " IIIP'" WutllJ Pu',~, '"rdttff",.,

'0
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR I~

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 f>c.lCI'n ~er- !:lOlA}

PENJABAT SEKRETARlS DAE
PROVINSI M TAN S

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubcmur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal18
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